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Abstrac 

 

This paper talks about problems in the family, especially those related to divorce 

according to Classical Fiqh and looks at how relevant it is to be applied in Indonesia, 

using the perspective of Human Rights, and the Anti-Discrimination Law, as well as the 

form of government intervention in this issue. The dissolution of a marriage caused by 

divorce can occur due to talak or based on a divorce suit. The Indonesian state ratifies 

that divorce can only be carried out in front of the Religious Court (PA) after the 

Religious Court tried and failed to reconcile the two parties. Whereas in Islamic 

countries such as Brunei, divorce is still recognized out of court, although it is 

recommended to register after divorce (talak). Brunei still recognizes triple talaq at once. 

In the matter of divorce, the Singapore law only regulates the suffocating or squabbling 

that occurs between spouses. For cases of dispute, the judge will send a judge to 

reconcile the two. The Philippines requires registration which functions as administrative 

data. Turkey, with The Ottoman Law Of Family Rights (Qonun Qarar Al Huquq Al-'Ailah 

Al-Ottoman) in 1917 article 38, stipulates that it is permissible for a wife to divorce a 

wife in the form of her husband not being allowed to remarry another woman. The 

Lebanese Druze Law Number 24 of 1948 stipulates that divorce only occurs through a 

judge's decision in the presence of two people. Syria, in Law no. 34 of 1975 stipulates 

that the husband has the right to give full divorce if he is at least 18 years old. Tunisian 

Law No. 40 1957 stipulates that divorce only occurs in Court. In Iraq it is stipulated that 

husbands who will divorce their wives are encouraged but are not required to report to 

the court. 
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A. Pendahuluan 

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga siapapun pasti menginginkan 

terbentuknya keluarga yang harmonis dan bahagia yang dalam Islam dikenal dengan 

keluarga sakinah, mawadah dan rahmah. Namun tidak dapat dipungkiri, suami dan 

isteri selaku manusia biasa yang berbeda jenis, watak, karakter dan keinginan, tidak 

terlepas dari kesalahan, kesalahpahaman, percekcokan bahkan perselisihan. Problem 

ini tidak dapat dihindari dalam setiap keluarga. Sedikit banyaknya setiap keluarga 

pasti pernah dan sedang merasakannya. Banyak faktor yang menyebabkan ketidak-

harmonisan rumah tangga. Dalam tiap keluarga, faktor yang dihadapi juga 

berbeda-beda, seperti latar belakang pendidikan, ekonomi keluarga, faktor 

biologis salah satu pihak, bahkan faktor politik bisa juga menjadi pemicu tidak 

seimbangnya perjalanan sebuah keluarga, dan lain sebagainya. Kesalahpahaman dan 

perselisihan yang kecil mungkin bisa dinetralisir dengan saling mempercayai, 

transparan, memahami dan saling perhatian antara suami isteri. Namun tidak sedikit 

karena kesalahpahaman itu membesar dan berakhir dengan perceraian.
1
 

 Tulisan ini berbicara seputar problematika dalam keluarga, khususnya yang 

berkaitan dengan perceraian menurut fiqh klasik dan melihat sejauh mana relevansinya 

untuk diberlakukan di Indonesia, dengan menggunakan kaca mata Hak Asasi Manusia 

(HAM) dan Undang-Undang (UU) anti diskriminasi, serta bagaimana bentuk campur 

tangan pemerintah terhadap persoalan ini. Harapannya, kajian ini bisa memberikan 

kontribusi terbentuknya keluarga sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana 

dicita-citakan Islam dalam surah ar-Rum ayat 21 “Dan di antara tanda-tanda 

kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, 

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2
 

 

B. Perceraian dalam Fiqh Konvensional 

Salah satu fenomena penting dan menarik adalah usaha ulama terdahulu untuk 

membuat kodifikasi hukum Islam (fiqh) yang biasa didapati dalam bentuk kitab 

kuning, kitab gundul atau kitab klasik. Karya mereka sangat detail dan komprehensif 

dalam melihat fenomena sosial yang terjadi dalam msyarakat. Dalam menulis karya 

ini Para fuqaha mendasarkan pada al-Qur‟an dan hadis dengan rumusan yang lebih 
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rinci, praktis dan sistematis. Kitab ini terdiri dari beberapa bab pembahasan termasuk 

tentang perceraian atau talak.  

Talak secara etimologi berarti memutuskan ikatan. Secara terminologi talak 

berarti memutuskan ikatan perkawinan. Di antara yang membatalkan hubungan 

pernikahan adalah: (1) isteri gila, berpenyakit kusta, atau sopak (belang); (2) jika 

setelah berlangsungnya akad nikah diketahui bahwa sang isteri termasuk orang yang 

haram dinikahi, seperti saudari, orang tua, bibi, atau orang yang saudarinya masih 

dalam ikatan pernikahan dengannya, dan lain sebagainya; (3) jika yang mengakad-

nikahkan masih belum cukup umur dan bukan ayah atau kakeknya; (4) jika suami 

masuk Islam sementara isteri menolak atau masih tetap musyrik; (5) jika isteri 

memeluk Islam sedangkan suami tetap kafir; (6) jika antara suami isteri salah satunya 

murtad; (7) jika isteri disetubuhi oleh ayah atau kakeknya baik karena faktor 

ketidaksengajaan maupun berniat menzinahinya; (8) jika kedua belah pihak saling 

ber-li‘an; (9) jika keduanya murtad; (10) jika salah satunya meninggal dunia, yang 

dalam hal ini tidak ada perbedaan menganai ketentuan hukumnya; dan (11) hilangnya 

suami selama empat tahun.
3
 

Talak sendiri bermacam-macam.
4 Ada talak sunni

5  dan bid’i
6
, talak ba‘in

7  dan 

raj‘i
8
, Hukum asal talak adalah makruh, namun bisa wajib, haram, mubah bahkan 

bisa sunnah. Talak wajib adalah talak yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik 

suami istri, jika masing-masing melihat talak sebagai satu-satunya jalan terbaik untuk 

mengakhiri perselisihan. Hukum makruh karena didasarkan pada hadis yang berbunyi: 

                                                                            
ُ
ق

ا
لَ

َّ
د  اِلله  الط

ْ
ل عِن

ا
لَ لحا

ْ
ضُ ا

ا
بْغ

ا
أ  

Artinya: 

“Perkara hal yang paling dibenci Allah adalah talak”. {HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan 

Al-Hakim}. 

           

Talak haram adalah talak yang dilakukan bukan karena tuntutan yang 

dibenarkan dan kalau dijatuhkan akan menimbulkan kemudaratan bagi kedua belah 

pihak. Talak mubah adalah talak yang menunjukkan adanya tuntutan yang 

dibenarkan, seperti karena buruknya perangai isteri, pergaulan yang kurang baik dan 

lain-lain. Sedangkan talak sunnah adalah talak yang dijatuhkan pada isteri karena 

berbuat zalim pada hak-hak Allah SWT, dimana sudah ada upaya untuk 

menyadarkan namun tidak juga berubah ke arah yang lebih baik.
9
 

Lalu, bagaimana dengan khulu’ (pengajuan perceraian dari pihak isteri)? Apakah 
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talak jatuh hanya dengan khulu’ atau masih menunggu suami menyebutkan lafal 

talak? Jika terjadi khulu’ yang terlepas dari talak, ada tiga pendapat: (1) pendapat 

imam Syafi‟i dalam kitabnya yang baru dan jumhur ulama‟ bahwa khulu’ termasuk 

talak; (2) jika diniati tidak mentalak, maka tidak menjadi talak sama sekali. Pendapat ini 

disampaikan imam Syafi‟i dalam kitabnya al-Umm dan diperkuat as-Subki serta 

Muhammad bin Nashir al-Mawardi dalam kitabnya Ikhtila>f al-‘Ulama’  yang  dalam  

hal  ini merupakan pendapat terakhir imam Syafi‟i.
10 

Beberapa ketentuan mengenai khulu’ adalah: (1) isteri meminta suaminya 

untuk melakukan khulu’ jika ada bahaya yang mengancam atau ada perasaan 

takut tidak menjalankan hukum Allah SWT; (2) tidak boleh ada penganiayaan dari 

pihak suami kepada isteri dan jika suami mengniaya isteri, suami tidak berhak 

mengambil apapun dari isterinya; (3) jika suami merasa tidak senang kepada isteri- 

nya, maka suami tidak boleh mengambil sesuatupun dari harta isterinya, khulu’ 

sebagai talak ba’in, sehingga ia tidak boleh rujuk kembali kecuali apabila mantan 

isteri menikah lagi kemudian cerai dengan suami kedua. 

Menurut penulis, perceraian dalam fiqh konvensional cenderung memposisikan 

perempuan sebagai pihak yang tidak berdaya atas perlakuan seorang suami yang 

semena-mena. kapanpun suami dapat menceraikan mereka walaupun mereka 

sebenarnya tidak menginginkan putusnya tali perkawinan. Dalam keadaan apapun 

kalau suami sudah mengucapkan kata “talak”, maka perceraian pun terjadi. Baik 

dalam keadaan mabuk, gurauan, sumpah dan lain sebagainya. Konsep ini sangat 

diskriminatif sehingga perlu dilakukan pembaharuan.
11

 

 

C. Perundang-Undangan di Indonesia 

Perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 

tentang Perkawinan (UUP),
12

 dan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikokohkan oleh Keputusan Mentari Agama 

Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 

1991.
13 Dalam KHI disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: (1) Kematian, 

(2) Perceraian, dan (3) atas putusan Pengadilan. Putusnya perkawinan yang 

disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan 

perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama 

(PA) setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 
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kedua belah pihak. Perceraian terhitung sejak perceraian dinyatakan di depan sidang 

pengadilan Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan: 

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain 

sebagainya yang sukar disembuhkan.; 

2) Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut 

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar 

kemampuannya; 

3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang 

lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain; 

5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. 

6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

7) Suami menlanggar taklik talak, dan; 

8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan 

dalam rumah tangga.  

Mengenai li‘an, li‘an menyebabkan putusnya perkawinan untuk selamanya.
14

 

Li‘an terjadi karena suami menuduh isteri berzina dan atau mengingkari anak dalam 

kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan 

dan atau pengingkaran itu. Li‘an hanya sah bila dilakukan di muka sidang 

Pengadilan Agama. Tata cara li‘an diatur menurut ketentuan :  

1) Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran 

anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah SWT atas 

dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”;  

2) Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat 

kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti 

sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah SWT atas dirinya: tuduhan dan 

atau pengingkaran tersebut benar”;  

3) Tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak 

terpisahkan; 
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4) Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap 

tidak terjadi li‘an.  

Menurut penulis bahwa perceraian di Indonesia memposisikan hakim sebagai 

satu-satunya instansi yang berhak untuk menjatuhkan perceraian. Dengan kata lain, 

suami atau isteri hanya menjadi pemohon untuk dilaksanakan putusan percerian. 

Dengan demikian, meskipun ikrar talak menjadi hak suami, namun ikrar tersebut 

baru diucapkan kalau mendapat izin dari pengadilan.
15

 

 

D. Perundang-Undangan Perceraian di Negara-Negara Muslim     

Untuk mengetahui konsep-konsep baru dari UU kontemporer tentang 

perceraian, berikut digambarkan secara ringkas, yang dimulai dari negara-negara 

Asia Tenggara, dan kemudian dilanjutkan negara-negara lain sesuai dengan urutan 

lahirnya perundang-undangannya.
16

 Brunei masih mengakui perceraian di luar 

pengadilan, meski dianjurkan mendaftarkan setelah melakukan perceraian (talak). 

Brunei masih mengakui talak tiga sekaligus. Dalam masalah percaraian, UU 

Singapura hanya mengatur fasakh atau percekcokan yang terjadi antar pasangan. Untuk 

kasus percekcokan hakim akan mengutus hakam untuk mendamaikan keduanya. 

Filipina mengharuskan pendaftaran yang fungsinya sebagai data administrasi. Turki, 

dengan The Ottoman Law Of Family Rights (Qonun Qarar Al Huquq Al-‘Ailah Al-

Utsmaniyah) tahun 1917 pasal 38, menetapkan dibolehkannya taklik talak bagi isteri 

berupa suaminya tidak boleh menikah lagi dengan wanita lain.  

UU Mesir Nomor 25 Tahun 1920 mengenalkan dua reformasi dalam talak: (1) 

hak pengadilan untuk menjatuhkan talak dengan alasan gagal memberikan nafkah dan 

(2) talak jatuh karena adanya penyakit yang membahayakan. Sementara UU Nomor 

25 Tahun 1929 mempunyai reformasi lain, bahwa pengadilan berhak menjatuhkan 

talak karena: (1) perlakukan tidak adil suami dan (2) pergi dalam waktu lama. Baru 

pada tahun 1985, Mesir menetapkan perceraian harus dicatat dalam sebuah sertifikat 

yang ditandatangani oleh notaris yang berwenang, dan akibat-akibat dari perceraian 

terhitung sejak adanya sertifikat itu. Lebih jauh, poligami juga menjadi alasan 

perceraian.  

UU Druze Lebanon Nomor 24 tahun 1948 menetapkan bahwa talak hanya 

terjadi melalui keputusan hakim dengan disaksikan oleh dua orang. Poligami juga 

menjadi alasan perceraian. Di Iran, perceraian hanya terjadi setelah mendapatkan 
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sertifikat perceraian dari pengadilan yang menyatakan bahwa kedua pasangan sudah 

tidak bisa hidup damai sebagai suami isteri setelah menjalai proses berpikir yang 

panjang untuk diisl}ahkan. Poligami juga dapat dijadikan alasan seorang isteri 

mengajukan perceraian. Pakistan, India dan Bangladesh masih mengakui perceraian 

di luar pengadilan. Poligami manjadi alasan perceraian dan isteri berhak mengajukan 

perceraian manakala suami tidak bisa berlaku adil.  

Yordania juga masih mengakui perceraian di luar pengadilan dan wajib 

mencatatkan setelahnya. Bagi yang tidak mencatatkan akan dipidana 1 bulan atau 

didenda 15 dinar. Suami yang ingin menceraikan isterinya hanya dianjurkan tidak 

wajib datang ke pengadilan. Menariknya, bila suami melanggar taklik talak, isteri bisa 

meminta cerai. Bagi suami yang menceraikan isterinya tanpa alasan yang dibenarkan, 

ia wajib membayar kompensasi nafkah maksimal satu tahun dan jumlahnya 

ditentukan oleh kemampuan suami.  

Syiria, dalam UU No. 34 Tahun 1975 menetapkan suami berhak 

menjatuhkan talak secara penuh kalau sudah berumur minimal 18 tahun. Ada 

kemungkinan di bawah umur tapi harus seizin hakim, dengan syarat ada asalan 

masalah. Perceraian terjadi setelah terlebih dahulu dilakukan proses perdamaian dan 

tidak berhasil. Perceraian terhitung setelah dicatatkan. Sementara suami yang 

menceraikan isterinya tanpa alasan, dengan permohonan isteri akan dikenai uang 

kompensasi selama 3 tahun sebagai tambahan terhadap nafkah selama masa 

menunggu (‘iddah).  

UU Tunisia No. 40 Tahun 1957 menetapkan perceraian hanya terjadi di 

pengadilan. Suami dilarang menikah lagi dengan isteri yang ditalak tiga. Sementara 

isteri boleh meminta cerai tanpa alasan dengan syarat membayar uang tebusan 

sebagai kompensasi hukum dengan jumlah yang ditetapkan hakim. UU Maroko 

menetapkan bahwa isteri berhak membuat taklik talak berupa suaminya tidak akan 

melakukan poligami. Perceraian harus dihadapan minimal dua orang saksi dan harus 

didaftarkan oleh petugas. Namun demikian, perceraian yang dilakukan di luar 

pengadilan tetap sah.  

Di Irak ditetapkan suami yang akan menceraikan isterinya dianjurkan tetapi 

tidak diwajibkan melapor ke pengadilan. Sementara suami yang menceraikan 

isterinya bukan karena keputusan hakim, wajib mendaftarkan selama masa ‘iddah. 
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Perceraian terhitung sejak direkam oleh pengadilan. Somalia menetapkan bahwa 

perceraian harus di muka pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan 

namun tidak berhasil.  

UU Republik Yaman No. 20 Tahun 1992 menetapkan, pembatalan perkawinan 

harus dengan keputusan pengadilan. Menariknya, alasan tidak sekufu’ dalam status 

sosial dapat menjadi alasan pembatalan perceraian, dan suami yang ketagihan alkohol 

dan narkotika dapat menjadi alasan perceraian tanpa harus mengembalikan mahar. 

Dalam RUU Aljazair, peceraian hanya terjadi di hadapan hakim setelah terlebih 

dahulu diadakan perdamaian namun tidak berhasil. Perceraian terhitung sejak 

direkam oleh pengadilan. Poligami menjadi alasan perceraian. Bagi suami yang 

menceraiakan isteri tanpa asalan, maka isteri berhak mendapatkan uang kompensasi.  

UU Libya No. 10 Tahun 1984 masih mengakui perceraian di luar pengadilan, 

dengan syarat diharuskan mencatatkan atau mendaftarkan ke pengadilan. Khusus 

perceraian yang diusulkan kedua belah pihak harus dilakukan di depan pengadilan. 

Apabila isteri menjadi sumber masalah dalam perceraian, maka isteri harus 

membayar kompensasi, hilang hak sisa mahar dan tidak mendapatkan nafkah. 

Sebaliknya, apabila suami yang demikian, ia harus membayar uang kompensasi dan 

harus melunasi sisa mahar. Menariknya, tidak sekufu’ bisa menjadi alasan perceraian 

jika ketika akad nikah disyaratkan (taklik talak) se kufu’.  

Terdapat perluasan pemahaman dalam hukum perceraian kontemporer di 

beberapa negara Muslim. Antara lain: (1) poligami menjadi alasan dalam 

perceraian bahkan bisa dicantumkan dalam taklik talak sebagaimana ditemukan di 

UU Turki, Lebanon, Maroko, Yordania, Pakistan, Bangladesh, dan Aljazair; (2) 

memberikan hak cerai kepada isteri; dan (3) jaminan kemerdekaan kepada isteri untuk 

bekerja di luar rumah. Dari sisi proses, (1) perceraian hanya lewat dan berlaku dengan 

keputusan pengadilan, seperti yang ditetapkan oleh Lebanon, Iran, Tunesia, Somalia, 

AlJazair dan Yaman, serta (2) memberikan kekuasan mutlak kepada pengadilan 

untuk memutuskan perkawinan, seperti yang ditetapkan Mesir. Meski demikian, 

masih ada negara yang mengakui perceraian di luar pengadilan, seperti Brunei, 

Lebanon, Yordania, Syiria, Irak dan Libya. Demikian juga perceraian yang 

dijatuhkan tanpa alasan akan dikenakan uang kompensasi di luar biaya selama masa 

iddah, seperti yang ditetapkan oleh Lebanon, Syiria dan Aljazair.
17
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E. Perceraian Perspektif HAM dan Diskriminasi Terhadap Perempuan 

Perlu diketahui sebelumnya bahwa salah satu tujuan dalam penerapan hukum 

adalah agar hukum tersebut selalu shalihun li kulli zaman wa makan. Fenomena 

pembaharuan hukum Islam secara garis besar didasarkan kepada dua aspek. Pertama, 

aspek ideologis, yaitu aspek yang berkaitan dengan reaktualisasi syariat Islam sebagai 

satu-satunya autentic rule dalam private affair atau public affair umat Islam modern. 

Kedua, aspek substansial atau internal aspect, yaitu aspek yang berkaitan dengan 

materi hukum. Konon materi hukum yang merupakan warisan abad ke-7 hingga 9 

tersebut dalam beberapa aspek cenderung bertentangan dengan global issu saat ini, 

terutama HAM, seperti pembatasan peranan perempuan dalam wacana publik dan 

perlakukan sepihak dalam konteks rumah tangga. Dengan demikian, untuk mencari 

relevansi hukum perceraian dalam konteks keindonesiaan, perlu dilihat efektifitasnya 

terlebih dahulu dari masing-masing hukum perceraian tersebut, dengan kaca mata 

Hak Asasi Manusia (HAM) dan UU anti diskriminasi terhadap perempuan.
18

 

 

F. Hak Asasi Manusia  

Hak Asasi Manusia (HAM) sendiri adalah hak-hak yang telah dipunyai oleh 

seseorang sejak berada dalam kandungan dan merupakan pemberian dari Tuhan. 

HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi 

kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan dalam UUD 

1945 Republik Indonesia, seperti terdapat pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 

2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. HAM sendiri memuat banyak hak-hak dasar 

manusia secara umum yang harus dipelihara dan dilindungi, misalnya (1) hak untuk 

hidup, (2) hak untuk memperoleh pendidikan, (3) hak untuk hidup bersama-sama seperti 

orang lain, (4) hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, dan (5) hak untuk 

mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya bisa disebutkan bahwa dalam pasal 2 HAM 

dikatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang 

tercantum di dalam deklarasi tersebut dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti 

pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, 

asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.  

Perlu diketahui bahwa ketentuan HAM tidak mengatur masalah teknis 

perceraian secara detail atau terperinci. Meskipun demikian, ada beberapa pasal HAM 
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yang mengatur ketentuan umumnya. Persoalan-persoalan yang berhubungan dengan 

hukum keluarga secara umum dimuat dalam ketentuan HAM dan dijelaskan dalam 

pasal 16 ayat 1 sampai 3. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa: Pertama, laki-laki 

dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, 

kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk 

keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa 

perkawinan dan di saat perceraian. Kedua, Perkawinan hanya dapat dilaksanakan 

berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai. Ketiga, 

Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak 

mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan negara. Keempat, Dasar Penegakan 

HAM di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. 

 

G. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk     Diskriminasi Terhadap Perempuan  

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 

yang merupakan suatu instrumen standar internasional yang diadopsi oleh 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1979 dan mulai belaku pada tanggal 

3 Desember 1981. Pada tanggal 18 Maret 2005, 180 negara, lebih dari sembilan 

puluh persen negara-negara anggota PBB, merupakan negara peserta konvensi. 

CEDAW menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki 

dan perempuan. Konvensi menetapkan persamaan hak untuk perempuan, terlepas 

dari status perkawinan mereka, di semua bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan 

sipil. Konvensi mendorong diberlakukannya perundang-undangan nasional yang 

melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan-tindakan khusus sementara untuk 

mempercepat kesetaraan de facto antara laki-laki dan perempuan, termasuk 

mengubah kebiasaan dan budaya yang didasarkan pada inferioritas atau superioritas 

salah satu jenis kelamin atau peran stereotipe untuk perempuan dan laki-laki.
19

  

Negara-negara mengutuk segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan 

bersepakat dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda untuk 

menjalankan suatu kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan. 

Untuk itu diupayakan untuk: (1) memasukkan asas persamaan antara laki-laki dan 

perempuan dalam undang undang dasar mereka atau perundang-undangan lainnya 

yang layak apabila belum dimasukkan ke dalamnya, dan untuk menjamin realisasi 
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praktis pelaksanaan dari asas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat; (2) 

membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan upaya lainnya, dan di mana 

perlu termasuk sanksi-sanksi, yang melarang semua diskriminasi terhadap 

perempuan; (3) menetapkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas dasar 

persamaan dengan laki-laki, dan untuk menjamin perlindungan bagi perempuan yang 

aktif terhadap setiap perilaku diskriminatif, melalui pengadilan nasional yang 

kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya; (4) menahan diri untuk tidak 

melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan, dan 

menjamin agar pejabat-pejabat dan lembaga-lembaga publik akan bertindak sesuai 

dengan kewajiban ini; (5) Mengambil semua langkah-langkah yang tepat untuk 

menghapuskan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan oleh orang, organisasi 

atau lembaga apapun; (6) Mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk upaya 

legislatif, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-

peraturan, kebijakan-kebijakan, dan praktek-praktek yang ada yang merupakan 

diskriminasi terhadap perempuan; (7) Mencabut semua ketentuan pidana nasional 

yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan.  

Sama dengan HAM, dalam CEDAW juga  tidak dibahas secara teknis tentang 

masalah percaraian, hanya saja secara khusus dalam Pasal 16 CEDAW, disebutkan 

bahwa negara-negara wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk menghapuskan 

diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berhubungan dengan 

perkawinan dan hubungan keluarga dan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan 

perempuan terutama harus memastikan: (1) hak yang sama untuk melakukan 

perkawinan; (2) hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan untuk 

melangsungkan perkawinan atas dasar persetujuan yang bebas dan sepenuhnya dari 

mereka; (3) hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan dalam hal 

putusnya perkawinan; (4) hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orangtua, 

terlepas dari status perkawinan mereka, dalam hal yang berhubungan dengan anak 

mereka; dalam setiap kasus maka kepentingan anak-anak mereka harus 

didahulukan; (5) hak yang sama untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung 

jawab tentang jumlah dan jarak kelahiran di antara anak-anak mereka, dan untuk 

memperoleh akses atas informasi, pendidikan dan tindakan yang memungkinkan 

mereka melaksanakan hak ini; hak dan tanggung jawab yang sama dalam hal 

pemeliharaan, pengawasan, perwalian dan pengangkatan  anak,   atau   pranata-
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pranata yang sama dimana terdapat konsep ini dalam perundang-undangan nasional; 

dalam setiap kasus kepentingan anak-anak mereka harus didahulukan; (7) hak pribadi 

yang sama sebagai suami isteri, termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi 

dan pekerjaan; (8) hak yang sama bagi kedua pasangan dalam menghormati 

kepemilikan, perolehan, pengelolaan, manajemen, pengelolaan, penikmatan, serta 

pemindah-tanganan kekayaan baik secara cuma-cuma maupun berdasarkan 

pertimbangan nilainya; dan (9) pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak 

boleh memiliki akibat hukum, dan harus diambil semua tindakan yang diperlukan, 

termasuk perundang-undangan, untuk menetapkan batas usia perkawinan dan 

untuk mendaftarkan perkawinan pada kantor catatan sipil yang resmi.
20

  

Di Indonesia, pelaksanaan hasil konvensi ini di tetapkan dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi 

Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention 

On The Elimination Of All Forms Of Discrimanation Against Women).   Selanjutnya, 

UU Nomor 7 Tahun 1984 menjadi UU Anti Diskriminasi terhadap perampuan 

yang berlaku di Indonesia. 

 

H. Pandangan Intelektual dalam Perceraian di Indonesia 

Terdapat dua bentuk perceraian yang biasa dilakukan, yang terjadi atas kesepekatan 

bersama antara suami dan isteri, yang terkenal di antara   keduanya adalah khulu’, yaitu 

pembatalan perkawinan oleh suami sebagai imbalan atas pengembalian sejumlah 

uang dari pihak isteri. Bentuk kedua yang dalam beberapa mazhab dianggap variasi 

dari bentuk pertama adalah mubara’ah, yaitu pembatalan perkawinan atas dasar 

persetujuan bersama untuk membagi harta yang diperoleh bersama selama masa 

pekawinan.30  

Tetapi bentuk perceraian yang paling sering dilakukan adalah talak, yaitu 

perceraian isteri secara sepihak oleh suami,
21

 seperti yang telah kita maklumi 

bersama, bahwa dalam keadaan apapun tidak memberikan batasan- batasan, bahkan 

mazhab hanafi mengatakan bahwa ucapan talak yang dilakukan dalam keadaan 

mabuk pun tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum. Demikian pula ucapan talak 

sebagai gurauan, sumpah atau sekedar menakut-nakuti.  

Ini berarti bahwa seorang suami tidak hanya berhak menceraikan isterinya 
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kapan saja, akan tetapi isteri-isteri itu sendiri dengan serta merta dapat terceraikan 

oleh suami mereka yang sebenarnya mereka tidak menginginkan putusnya 

perkawinan. Pada saat itu, ternyata para isteri yang terikat dengan pandangan Hanafi 

itulah yang justru pertama kali mendesak Pemerintah Usmani untuk melancarkan 

pembaharuan dalam bidang hukum keluarga agar mereka mendapat perlindungan. 

Pembaharuan-pembaharuan ini benar-benar mengangkat martabat seorang isteri, 

sejalan dengan tujuan yang ingin mereka capai.31  

Perlu diingat, bahwa ketahanan nasional suatu bangsa sangat ditentukan oleh 

ketahanan keluarga. Ketahanan negara Indonesia bergantung pada ketahanan negara-

negara kecil yang ada di negara Indonesia, yaitu keluarga. Karena itu, untuk 

menjamin perlindungan keluarga dalam kaitannya dengan praktik-praktik yang bisa 

mengancam keutuhan sebuah keluarga, sebagai upaya melindungi warga 

negaranya dari tindakan-tindakan yang potensial mengancam keamanan dan masa 

depannya, maka pemerintah menetapkan UUP dan KHI yang menjadi pegangan PA. 

Di sini regulasi pemerintah masuk untuk melindungi warganya dari ekses negatif 

yang mungkin ditimbulkan.
22 

 

I. Penutup 

Hukum perceraian dalam fiqh konvensional cenderung memposisikan 

perempuan sebagai pihak yang tidak berdaya atas perlakukan seorang suami yang 

semena-mena. Kapanpun suami dapat menceraikan mereka walaupun mereka 

sebenarnya tidak menginginkan putusnya tali perkawinan. Dalam keadaan apapun 

kalau suami sudah mengucapkan kata “talak”, maka perceraian pun terjadi. Baik 

dalam keadaan mabuk, gurauan, sumpah dan lain sebagainya. Konsep ini terkesan 

sangat diskriminatif, sehingga perlu dilakukan pembaruan.  

Hukum kelurga klasik yang dirumuskan para fuqaha bukannya tidak sempurna, 

akan tetapi ia relevan pada zamannya. Tampilan seperti itu di era sekarang sudah 

sangat menyeramkan.  Karena itu, sejak awal abad 20-an pembaruan terhadap UU 

hukum keluarga di sejumlah negara Muslim sudah mulai dilakukan, seperti yang 

terdapat di Turki, Mesir, Lebanon, Yordania, Syiria, Tunesia, Maroko, Irak, Pakistan, 

Banglades, Aljazair, Yaman dan Libya.  

Sisi suram yang dimaksudkan salah satunya adalah adanya ketidaksesuaian 
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dengan tuntutan hak dasar kemanusiaan yang dituangkan dalam HAM dan 

diskriminasi terhadap perempuan, yang benar-benar menghindarkan wanita 

dari dikotomi dan diskriminasi. Di sinilah peran aktif pemerintah sebagai 

penyelenggara negara sangat diperlukan. Bagaimanapun penegakan undang-undang, 

khususnya UU Keluarga Islam, tidak akan menuai hasil yang maksimal manakala 

paradigma pemerintah dan masyarakat tidak mengalami kemajuan dalam merespon 

problematika zaman. karenanya ia sangat relevan diterapkan di UUP dan KHI masih 

dipandang bisa menjawab tantangan situasi dan kondisi sekitar, Indonesia. 

Terlepas dari banyaknya kalangan yang mulai mempertanyakan relevansinya. 

Bagaimanapun pertanyaan-pertanyaan tersebut hendaknya direspon positif agar 

menjadi wahana evaluasi diri untuk menghasilkan undang-undang hukum keluarga 

yang lebih bisa menjawab problematika rakyat Indonesia di era mendatang. 
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